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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 yang dibentuk oleh 

presiden pada tanggal 20 oktober 2015, yang dimana presiden menunjuk 

Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi komandan satgas. Menteri 

Kelautan dan Perikanan diberikan kewenangan yang prestisius, dimana 

komandan satgas mempunyai hak untuk mengendalikan alat militer milik 

TNI AL. Sedangkan dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 

menjelaskan bahwa pengendalian alat militer hanya dapat dikendalikan 

oleh Panglima TNI dan Panglima TNI bertanggung jawab kepada 

presiden. 

Penyelesaian polemik pepres ini dapat dilakukan dengan tiga opsi, 

pertama, judicial review yang dapat diusulkan oleh pihak-pihak yang 

terkait yang dalam hal ini adalah masyarakat dari kalangan akademisi 

ataupun masyarakat yang dirugikan secara langsung oleh perpres 

tersebut; kedua, revisi yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait 

dengan perpres ini, yang dimana awalnya Menteri Kelautan dan 

Perikanan yang menjadi komandan satgas, digantikan oleh Panglima TNI 

atau Wakil Panglima TNI dan atau KASAL; ketiga, yaitu penghapusan 

dimana pemerintah yang mengeluarkan perpres nomor 115 Tahun 2015 

dengan mengeluarkan kembali perpes yang intinya diperuntukkan 
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mencabut Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas 

Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing). 

B. Saran 

1. Diharapkan dalam membuat suatu Peraturan Perundang-undangan 

seharusnya Menteri Dalam Negeri dan Mekopolhukam agar lebih 

selektif dalam membuat perundang-undangan yang baru, agar tidak 

terjadi lagi Peraturan Perudang-undangan seperti perpres yang 

bertentangan dengan undang-undang, dan sampai saat ini masih ada 

pepres yang bertentangan dengan undang-undang, agar tidak lagi 

terjadi masalah dalam system ketatanegaraan di Indonesia. 

2. Diharapkan pemerintah melakukan penyesuaian dalam kewenangan 

pengendalian alat militer dengan melakukan revisi Peraturan Presiden 

Nomor 115 Tahun 2015 agar memberikan kepastian hukum dalam 

kewenangan pengendalian alat militer. 
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